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PENETAPAN
Nomor137/Pdt.P/2021/PN Tjk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarangyang memeriksa dan memutus perkara

perdata permohonan, telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam
perkara Pemohon:

RUHYANI, Tempat dan tanggal lahir :TanjungBaru Bandar Lampung, 02

Oktober 1965, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh, bertempat

tinggaldi : JI. P. Antasari Gg. Manunggal 103 Bandar Lampung,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30

Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tanjungkarangpada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor

137/Pdt.P/2021/PNTjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Adalah warga negara Indonesia Rl berdasarkan Kartu Tanda
PendudukNo 1871120210650002 Tanggal 14 DESEMBER 2021 Yang
dikeluarkan oleh Provinsi Lampung;

2. bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama SUPIRMAN
Menjadi SYAHFIFI;

3. Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon
hanya terdiri dari suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua
pemohon;

4. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus
mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas.bersama ini pemohon bermohon

kehadapan Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta

mengeluarkan surat-surat penetapan tentang perubahan nama Pemohon
tersebut yang amarnya berbunyi seperti berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan nama pemohon dari
namaSUPIRMAN Menjadi SYAHFIFI;
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3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri bandar lampung untuk
mengirimkan salinan Penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan
sipil  kota bandar lampung untuk perubahan nama pemohon
menjadi SYAHFIFI pada pinggir kutipan Akte kelahiran Nomor 474.
1/1st./05693./14./2004;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara permohonan ini :

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat
permohonannyayang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-
dalilpermohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa
fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopinya
sebagaiberikut:

1. Bukti P-1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871120210650002
atas nama RUHYANI; (sesuai dengan aslinya)

2. Bukti P-2Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1871122111070026 atas
nama Kepala Keluarga RUHYANI; (sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P-3 FotokopiKutipanAktaNikah dengan Nomor 189/16/11/4/2/1985
antaraRuchyanidenganSuhainah; (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti P-4 FotocopyKutipanAktaKelahiranNomor :474. 1/1st/05693/14/2004
atasnamaSYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas
Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal30 November 2004;
(sesuaidenganaslinya)

5. Bukti P-5 Surat KeteranganNomor400/95/VI1.106/X11/2021 yang dikeluarkan
oleh PLH. LurahTanjungBarutanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon
juga telah mengajukan Saksi-saksisebagaiberikut:
1. SaksiHumairoh, = memberikanketerangandibawahsumpah yang pada
pokoknyasebagaiberikut:
- Bahwa Saksikenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon
adalahtetanggasaksi;
- Bahwa Pemohonmemilikianak yang Bernama

SyahfifitetapikarenaSyabhfifiseringsakit-sakitanmakadipanggilSupriman;

Halaman 2dari9PenetapanPerdataNomor 137/Pdt.P/2021/PNTjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk
mengganti nama anakPemohon yang Bernama Syahfifiyang ada di
dalam  kartukeluargatertulisSupirmansedangkandalamakta  kelahiran
tertulisSyahfifi, untuk menyesuaikansurat-suratpentinganakPemohondemi
kepentingan di masa yang akandatang;

- BahwanamaanakPemohon yang Bernama
SyahfifiadalahnamapemberiandariPemohonsejakanakSyahfifilahir;

- BahwanamaanakPemohon yang tertulis di kartukeluarga Bernama
SupirmanadaanakPemohon yang Bernama Syahfifi;

- BahwamaksudPemohonmembetulkannamaPemohon yang
adadalamkartukeluargaPemohonnamaanakpemohon yang Bernama
SupirmanmenjadiSyahfifiuntukkepentinganadministrasi;

- BahwauntukmenyesuaikannamaanakPemohon yang tertulis di
KartuKeluarga yang tertulisSupirmanmenjadiSyahfifi,
makaPemohonterlebihdahuluharusmendapatkanpenetapandaripengadila

n,

2. SaksiSITI MARYAM, memberikanketerangandibawahsumpah yang pada
pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa Saksikenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon
adalahtetanggasaksi;

- Bahwa Pemohonmemilikianak yang Bernama
SyahfifitetapikarenaSyabhfifiseringsakit-sakitanmakadipanggilSupriman;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk
mengganti nama anakPemohon yang Bernama Syahfifiyang ada di
dalam kartukeluargatertulisSupirmansedangkandalamakta  kelahiran
tertulisSyahfifi, untuk menyesuaikansurat-
suratpentinganakPemohondemikepentingan di masa yang akandatang;

- BahwanamaanakPemohon yang Bernama
SyahfifiadalahnamapemberiandariPemohonsejakanakSyahfifilahir;

- BahwanamaanakPemohon yang tertulis di kartukeluarga Bernama
SupirmanadaanakPemohon yang Bernama Syahfifi;

- BahwamaksudPemohonmembetulkannamaPemohon yang
adadalamkartukeluargaPemohonnamaanakpemohon yang Bernama
SupirmanmenjadiSyahfifiuntukkepentinganadministrasi;

- BahwauntukmenyesuaikannamaanakPemohon yang tertulis di

KartuKeluarga yang tertulisSupirmanmenjadiSyahfifi,
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makaPemohonterlebihdahuluharusmendapatkanpenetapandaripengadila
n;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberita
acara persidanganperkaraini,
untukmenyingkatpenetapaninidianggaptelahtermuat dan menjadibagian yang
takterpisahkandenganpenetapanini;

Menimbang, bahwaakhirnyaPemohonmenyatakantidakadahal-hal yang
diajukanlagi dan mohonPenetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonyang
pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin merubah
nama anakPemohon yang tertera di kartuKeluargaPemohon yang sebelumnya
tertulis Supirmanmenjadi Syahfifi. Sedangkan tujuan perubahan nama Pemohon
pada kartukeluargaPemohon untuk kepentinganadministrasikependudukan dan
masa depananakpemohon, dan
namatersebutuntukkepentinganmenyamakannama yang tertera di
dalamdokumenkependudukananakPemohonlainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu
mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atasUndang-undangNomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukan, PeristiwaKependudukanadalahkejadian
yang dialamiPenduduk yang
harusdilaporkankarenamembawaakibatterhadappenerbitanatauperubahanKartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan/atausuratketerangankependudukanlainnyameliputipindahdatang,
perubahanalamat, serta status tinggalterbatasmenjaditinggaltetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atasUndang-undangNomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukan, PeristiwaPentingadalahkejadian ~ yang
dialami oleh seseorangmeliputikelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan,
perceraian, pengakuananak, pengesahananak, pengangkatananak,

perubahannama dan perubahan status kewarganegaraan;
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Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan
ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
berdasarkanpenetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian
selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan
ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atasUndang-undangNomor 23  Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukan,
KutipanAktaPencatatanSipilterdiriataskutipanakta: a. kelahiran; b. kematian; c.

perkawinan; d. perceraian; e. pengakuananak; dan f. pengesahananak;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang-undangNomor 23
Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan yang
dimaksuddenganKartuKeluargaselanjutnya yang disingkat KK
adalahkartuidentitaskeluarga yang memuat data tentangnama, susunan dan
hubungandalamkeluarga, sertaidentitasanggotakeluarga;

Menimbang, bahwberdasarkanPasal 13 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang-undangNomor 23
Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukandimanamenyatakanbahwapenerbitanatauepr
ubahan KK di InstansiPelaksanasebagaimanadimaksud padaayat (3) huruf ¢
dilakukandengan tata carapetugasmelakukaperekaman data kedalam database
kependudukan dan KepalalnstandiPelaksanamenerbitkan dan menandatangani
KK;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon
yaitu alat bukti surat Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
1871120210650002 atas nama RUHYANI, bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga
dengan Nomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga RUHYANI,
bukti P-3 Fotokopi KutipanAktaNikah dengan Nomor 189/16/11/4/2/1985
antaraRuchyanidenganSuhainah, bukti P-4 Fotokopi
KutipanAktaKelahiranNomor : 474. 1/Ist/05693/14/2004 atasnamaSYAHFIFI
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar

Lampung tanggal 30 November 2004 dan bukti P-5 Surat KeteranganNomor

Halaman 5dari9PenetapanPerdataNomor 137/Pdt.P/2021/PNTjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/95/V1.106/X11/2021 yang dikeluarkan oleh PLH. LurahTanjungBarutanggal

10 Desember 2021adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang
ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapatbahwa:

- BahwabenarnamaanakPemohon di dalamkartuKeluarga (bukti P-2)
tertulisnamaPemohonSupirman;

- Bahwabenar di
dalamkutipanaktakelahirananakPemohonnamaanakPemohontertulisSyahfifi;

- BahwabenarberdasarkanketerangansaksiHumairohdan saksiSiti Maryam
namaanakPemohonyang tertulis di dalamKK Pemohon Bernama
Supirmanadalahsebenarnya Bernama Syahfifi;

- BahwanamaanakPemohon yang Bernama Syahfifitertulis di
dalamKutipanAktaKelahiranNomor ; 474. 1/1st/05693/14/2004
atasnamaSYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas
Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004;

- BahwabenarkarenaanakPemohon yang Bernama  Syabhfifiseringsakit-
sakitanmakadipanggildenganSupirman;

- BahwanamaanakPemohon di KK Pemohon yang
tertulisSupirmanadalahsebenarnya Bernama Syahfifi;

- Bahwa orang yang Bernama Supirmanadalah orang yang samadengan
orang yang Bernama SyahfifisebagaimanaSurat KeteranganNomor
400/95/V1.106/XI11/2021 yang dikeluarkan oleh PLH.
LurahTanjungBarutanggal 10 Desember 2021;

- Bahwa benar demi kepentingan anakPemohon di kemudian hari dan dalam
rangka tertib administrasi kependudukan, nama anakPemohon yang tertulis
di kartuKeluargaPemohonPemohon perlu dilakukan perbaikan, yang
sebelumnya tertulis “SUPIRMAN” untuk dirubah menjadi “SYAHFIFI” yang

akan digunakan dalam akta pencatatan sipil miliknya;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti-bukti yang
diajukanPemohonsertafakta-fakta yang terungkap di persidangan,
PermohonanPemohon pada
dasarnyamengenaipernyataanbahwanamaanakPemohon di

KartuKeluargaNomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga
RUHYANItertulisSupirmanadalah orang yang samadengananakPemohon yang

bernamaSyabhfifisebagaimana yang
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tertulisdidalamKutipanAktaKelahiranNomor474. 1/1st/05693/14/2004
atasnamaSYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan
Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004;

Menimbang, bahwauntukperubahannama di

dalamKartuKeluargaadalahkewenangandariinstansipelaksanaterkait;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti-bukti yang
diajukanPemohonsertafakta-fakta yang terungkap di persidangan,
permohonanPemohonyang  menyatakanbahwa orang yang Bernama
SUPIRMAN  adalahsamadengan orang yang Bernama  SYAHFIFI
adalahbenarsehinggapetitumangka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalampetitumpermohonanPemohonangka (3)
memerintahkankepadaPaniteraPengadilan Negeri
Tanjungkaranguntukmengirimkan Salinan penetapaninikepada Dinas
Kependudukan dan CatatanSipil Kota Bandar Lampung, menurut Hakim tidaklah
perlu dikarenakan tidak satupun Pasal-PasaldiUU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan maupun perubahannya, dimana
perbaikansebagaimanadimaksudwajibdilaporkan
olehPendudukkepadalnstansiPelaksana yang menerbitkanaktaPencatatanSipil
paling lambat30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanpenetapanpengadilan
negeri oleh Penduduktanpaharusdiperintahkan oleh Hakim. Kemudian
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil, tidak pernah mensyaratkan agar Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan
Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan
Sipil, jadi tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dengan sendirinya Pemohon
melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari
permohonannya. Maka terhadap petitum angka 3 tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan tersebut di

atasmakaPermohonanPemohonsecarahukumpatutuntukdikabulkansebagian;

Menimbang, bahwa oleh karenaperkarapermohonanbersifatsepihak,
makabiayaperkarainiharuslahditanggungseluruhnya oleh Pemohon, yang

besarnyatermuatdalamamarPenetapanini;
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Mengingatketentuanperaturan perundangan-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini.
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakanbahwanama SUPIRMAN yang tertulis di
dalamKartuKeluargaNomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga
RUHYANIadalahorang yang samaBernama SYAHFIFI

sebagaimanatertulisdalamKutipanAktaKelahiranNomor474.
1/1st/05693/14/2004 atasnamaSYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 30 November
2004,

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp..225..000,-( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak Permohonan Pemohonuntukselain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan NegeriWonosari,
pada hari Kamis, tanggal13 JanuariDesember 2022, oleh Aria Verronica, S.H.,
M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor
137/Pdt.P/2021/PNTjktanggal 15 Desember2021, Penetapan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggaldengan dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh Pemohon.

PaniteraPengganti, Hakim Tunggal,

SUHARTINI, S.H. ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Perincian biaya :
1. PNBP Pendaftaran Rp 30.000,00
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2. ATK/BiayaPemberkasan Rp75.000,00
3. Sumpah Rp 100.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Materai Rp10.000,00 +
Jumlah Rp225.000,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh lima riburupiah)
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